WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah dalam

pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang  Percepatan  Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Masyarakat dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau  Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan dengan
berlakunya adaptasi kebiasaan baru pada situasi Corona
Virus Disease 2019, perlu melakukan upaya restrukturisasi
kembali terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun Anggaran 2020 untuk pemenuhan kewajiban
pemerintah daerah kepada penyedia dan/atau masyarakat
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah

daerah;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Menetapkan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019
Nomor 14);

. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019
Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor
50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun

2019 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Wali Kota:

1.

Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020
Nomor 2);
Nomor 8 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020

Nomor 8); dan



3. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun
2020 Nomor 10).
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Rp.1.278.635.747.757,00 terdiri atas:

Tahun Anggaran

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
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Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan
Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)

2020 sebesar

Rp 163.884.340.757,00
Rp 779.740.945.000,00
Rp 185.010.462.000,00

Rp 1.128.635.747.757,00

Rp 498.231.867.338,00

Rp 0,00
Rp 0,00
Rp  42.085.848.000,00
Rp 1.576.081.542,00
Rp 0,00
Rp 6.320.000.000,00

Rp 58.217.510.860,00

Rp 606.431.307.740,00

Rp 38.362.343.232,00
Rp  420.725.138.531,00
Rp 213.116.958.254,00

Rp 672.204.440.017,00
Rp 1.278.635.747.757,00

Rp (150.000.000.000,00)



2.

3.

4.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 150.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 150.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 0,00
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2\_Juli 2020
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